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Abstrak 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang terus 
berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara, termasuk antara Indonesia dan Kamboja. 
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya TPPO di kedua negar a serta 
membandingkan efektivitas regulasi hukum dalam menangani permasalahan ini. Dengan 
menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisi berbagai sumber hukum, teori 
kriminologi, serta data empiris terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa TPPO di Indonesia dipicu 
oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan terhadap 
perekrutan tenaga kerja. Sementara di Kamboja, faktor utama meliputi kemiskinan ekstrem, 
eksploitasi tenaga kerja, lemahnya penegakan hukum, dan keterlibatan jaringan perdagangan 
manusia internasional. Meskipun kedua negara telah memiliki kebijakan untuk memberantas TPPO, 
implementasi dan efektivitas hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi dan 
kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama regional, 
reformasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah strategis dalam 
memerangi TPPO secara lebih efektif. 
Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo), Indonesia, Kamboja, Regulasi Hukum, 
Faktor Penyebab. 

Abstract 

Abstract The crime of trafficking in persons (TPPO) is a transnational crime that continues to 
grow, especially in the Southeast Asia region, including between Indonesia and Cambodia. This 
research discusses the factors that encourage the occurrence of TIP in the two countries and 
compares the effectiveness of legal regulations in dealing with this problem. Using normative 
juridical methods, this research analyzes various legal sources, criminological theories, and 
related empirical data. The results of the study show that TPPO in Indonesia is triggered by 
economic factors, low levels of education, and weak supervision over labor recruitment. Meanwhile 
in Cambodia, the main factors include extreme poverty, labor exploitation, weak law enforcement, 
and the involvement of international human trafficking networks. Even though both countries have 
policies to eradicate TIP, the implementation and effectiveness of the laws still face various 
challenges, including corruption and lack of coordination between institutions. This research 
emphasizes the importance of regional cooperation, policy reform, and increasing public 
awareness as strategic steps in combating TIP more effectively. 
Keywords: Crime Of Human Trafficking (TPPO), Indonesia, Cambodia, Legal Regulations, Causal 
Factors. 

 
PENDAHULUAN 

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan berbagai tindakan, seperti 
perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan individu.  
Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan fisik, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.  
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan 
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yang meliputi merekrut, mengangkut, menyembunyikan, menampung, mengirim, 
memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum. 

Berdasarkan Pasal 10 Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual 
Exploitation, perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pemindahan, 
penyembunyian, atau penerimaan seseorang untuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, 

perbudakan, dan eksploitasi seksual. 
Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang besar dan ketimpangan 

dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Namun, akar utama kejahatan ini adalah 
kesenjangan ekonomi, yang sering kali mendorong tingginya permintaan tenaga kerja dari 
luar negeri. Karena kesulitan ekonomi, banyak warga Indonesia mencari pekerjaan di luar 

negeri.  
Kamboja adalah salah satu negara termiskin di dunia, peringkat 138 dari 186 negara 

pada Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012. Pada tahun 2004, diperkirakan 35 persen 
penduduk Kamboja hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia 
yaitu $0,45 per orang per hari. Lebih dari separuh penduduknya buta huruf atau tidak 

pernah menyelesaikan sekolah dasar, dan pendidikan rendah di kalangan perempuan 
merupakan hal biasa. Tata pemerintahan yang baik terhambat oleh struktur administrasi 

yang sangat terpusat, korupsi, nepotisme, kronisme, kurangnya transparansi, dan pejabat 
yang tidak kompeten.  

Perdagangan orang (human trafficking) mungkin sudah sering terdengar oleh banyak 

orang, terutama karena tingginya kasus yang terjadi di Indonesia. Kejahatan ini merupakan 
pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, di mana korban diperlakukan sebagai barang 

dagangan, hak-haknya dirampas, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Perdagangan 
orang adalah tindakan kejam yang melanggar martabat manusia.  

Akibat lemahnya faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan biologis yang lemah di 

Indonesia dan Kamboja, pelaku kejahatan lebih mudah menjerat korban dengan 
menawarkan pekerjaan sebagai langkah awal. Tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 

tiga tahap utama: tindakan awal, adanya niat, dan tujuan akhir. Tahap pertama, yaitu 
tindakan awal, mencakup berbagai bentuk perlakuan kekerasan terhadap korban, seperti 
kekerasan fisik, tekanan psikologis, ancaman, serta manipulasi. Perlakuan ini bertujuan 

untuk mengendalikan korban agar mereka tunduk dan bersedia mengikuti keinginan pelaku. 
Tahap kedua adalah adanya niat atau maksud tertentu dari pelaku dalam menjalankan 

tindak kejahatan ini. Sedangkan tahap terakhir, yaitu tujuan akhir, adalah memperoleh 
keuntungan melalui eksploitasi korban, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, 
maupun bentuk eksploitasi lainnya.  

Kasus perdagangan orang terhadap tenaga kerja Indonesia di Kamboja pada Juli 2022 
menyebabkan banyak korban. Sebanyak 202 orang tertipu oleh tawaran pekerjaan, terdiri 

dari 189 laki-laki dan 13 perempuan.  
Dilihat dari penelitian yang tersedia sejauh ini, secara umum terdapat empat jenis 

pendekatan untuk mempelajari perdagangan manusia. Keempat pendekatan tersebut adalah 

pendekatan institusional, pendekatan migrasi internasional, pendekatan keamanan 
transnasional, dan pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan kelembagaan cenderung 

berfokus pada pengujian kerangka kelembagaan kebijakan anti-perdagangan manusia.  
Pendekatan kelembagaan cenderung berfokus pada pengujian kerangka kelembagaan 
kebijakan anti-perdagangan manusia. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan migrasi 

internasional, sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian mengenai migrasi internasional yang 
melibatkan faktor penarik dan pendorong migrasi. Pendekatan ketiga adalah pendekatan 

keamanan transnasional yang memandang bahwa kejahatan perdagangan manusia terjadi 
sebagai implikasi dari perkembangan industri dan sindikat kejahatan yang mendukungnya. 
Pendekatan terakhir adalah pendekatan konstruktivisme sosial yang mempertanyakan 

munculnya masalah perdagangan manusia di masyarakat, termasuk dalam kebijakan 
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pemerintah di banyak negara. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian dapat lebih terarah dan 
menghasilkan hasil yang diharapkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses 
untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan teori hukum yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah hukum.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti 
penelitian hukum ini mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber 

utama. Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, 
jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum, serta literatur lain yang 
relevan dengan isu yang diteliti.  

2. Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, "Pendekatan Undang-undang (statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan 
legislatif dan regulasi sebagai dasar utama." 

Penelitian ini akan menelaah berbagai aturan hukum, pendekatan perundang-
undangan menjadi hal yang penting dalam penelitian normatif ini. Penulis mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
serta undang-undang lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. 
3. Bahan Hukum 

Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat, merupakan sumber data utama dalam penelitian ini.  Data ini juga 

berasal dari sumber hukum seperti: 
a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang umumnya memiliki kekuatan hukum, seperti perundang-

undangan, atau bahan hukum yang dimiliki oleh pihak berkepentingan, seperti kontrak, 
konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim adalah bagian dari sumber hukum yang 

relevan. 
Peraturan perundang-undangan berikut ini berfungsi sebagai bahan hukum primer 

dalam penelitian ini: 

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 

2) Pasal 10 Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation. 
b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang relevan dengan bahan hukum primer, yang dapat menjelaskan 

atau mendalami bahan hukum primer, meliputi teori hukum, literatur, dokumen, pendapat 
atau konsep dari para pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum serta media 

cetak atau elektronik. 
c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan yang membantu mengidentifikasi dan menjelaskan bahan hukum primer dan 

sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak dan elektronik, 
serta ensiklopedia hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini: 
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a. Studi Keipustaikaiain (Librairy Reiseiairch) 
Peingumpulain daitai dilaikukain meilailui liteiraitur, buku-buku, seirtai peindaipait aihli 

hukum teirkaiit subjeik peineilitiain ini, aitaiu sumbeir laiin yaing reileivain di laipaingain, untuk 
meindukung keibeirhaisilain dain eifeiktivitais peineilitiain. Deingain deimikiain, peirbeidaiain aintairai 
daitai primeir dain daitai seikundeir daipait dipeitaikain deingain jeilais.  

Daitai seikundeir yaing dikumpulkain seibaigaii baigiain dairi baihain hukum primeir, 
seikundeir, dain teirsieir digunaikain seibaigaii laindaisain teiori untuk meingainailisis daitai primeir 

yaing dipeiroleih meilailui peineilitiain laipaingain. Daitai seikundeir ini beiraisail dairi buku teiks, 
peiraiturain peirundaing-undaingain, seirtai daitai dairi instainsi aitaiu leimbaigai laiin yaing reileivain 
deingain topik peineilitiain. 

Peineilitiain ini meingumpulkain baihain hukum meilailui peineilusurain liteiraitur. Tujuain 
dairi proseis peineilusurain ini aidailaih untuk meingumpulkain doktrin, aisais, dain peindaipait 

hukum yaing reileivain deingain Undaing-Undaing Peimbeiraintaisain Tindaik Pidainai 
Peirdaigaingain Oraing. 
5. A inailisis Baihain Hukum 

Peineilitiain ini meinggunaikain meitodei Yuridis Normaitif, jaidi ainailisis daitainyai 
kuailitaitif. 

Daitai yaing dipeiroleih dain teirkumpul diainailisis seicairai kuailitaitif, yaiitu deingain cairai 
meimpeiroleih peimaihaimain yaing meindailaim aitaiu keibeinairain meilailui laingkaih-laingkaih yaing 
sisteimaitis.  A inailisis daitai kuailitaitif meilibaitkain peinyusunain uraiiain dain peinjeilaisain yaing 

meindailaim meingeinaii maisailaih yaing diteiliti.  Seilainjutnyai, ainailisis normaitif kuailitaitif 
digunaikain untuk meinairik keisimpulain dairi peineilitiain. Deingain meitodei ini, peineilitiain 

difokuskain paidai sumbeir-sumbeir hukum yaing reileivain. 
 

HA iSIL DA iN PE iMBA iHA iSAiN 

1. Faiktor Peinyeibaib Teirjaidinyai Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing A intairai 

Indoneisiai dain Kaimbojai 

A. Faiktor Peinyeibaib Teirjaidinyai Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing di Indoneisiai 

Seicairai umum faiktor yaing meinyeibaibkain teirjaidinyai Tindaik Pidainai Peirdaigaingain 
Oraing aidailaih :  

1. Faiktor Inteirnail 

Seicairai umum teirjaidinyai peirdaigaingain oraing diseibaibkain kondisi dain kuailitais 

mainusiai (khususnyai korbain), yaing umumnyai meinjaidi peindorong untuk tumbuh dain 
beirkeimbaingnyai peirdaigaingain oraing.  Faiktor yaing teirdaipait paidai diri korbain seicairai umum, 
yaiitu:  

a. Keiinginain untuk meindaipaitkain keirjai  
Sailaih saitu faiktor utaimai yaing meindorong peirdaigaingain mainusiai aidailaih eikonomi. 

Jikai keimiskinain dain keisulitain meindaipaitkain peikeirjaiain meinghailaingi seiseioraing untuk 
meincairi peikeirjaiain di teimpait laiin. Meireikai leibih reintain teirhaidaip tipu daiyai peilaiku 
keijaihaitain saiait beiraidai dailaim kondisi sulit dain meimiliki keiinginain yaing kuait untuk 

meimpeirbaiiki keiuaingain meireikai. Pairai korbain deingain mudaih dipeirdaiyai deingain jainji 
keihidupain yaing leibih baiik dain keiaimainain finainsiail, dain meireikai teirlibait dailaim praiktik 

peirdaigaingain oraing tainpai meinyaidairi baihaiyainyai. 
b. Tingkait peindidikain yaing reindaih 

Sailaih saitu eifeik dairi keimiskinain oraing tuai aidailaih reindaihnyai tingkait peindidikain di 

maisyairaikait Indoneisiai, teirutaimai di daieiraih teirpeincil. Tingkait peindidikain yaing reindaih 
meimungkinkain peilaiku keijaihaitain untuk meinipu cailon korbain deingain jainji-jainji peikeirjaiain 

yaing laiyaik tainpai meimeirlukain kuailifikaisi yaing tinggi. Cailon korbain leibih reintain teirhaidaip 
praiktik peirdaigaingain oraing kaireinai kuraingnyai peingeitaihuain dain liteiraisi. Oraing  deingain  
peindidikain  yaing  teirbaitais  meimiliki  leibih  seidikit keiaihliain  aitaiu skill dain  keiseimpaitain  

keirjai  seihinggai  meireikai  leibih  mudaih  dipeirdaigaingkain  kaireinai  meireikai beirmigraisi 
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meincairi peikeirjaiain yaing tidaik meimbutuhkain keiaihliain.  
c. Peingainggurain  

Tidaik aidainyai laipaingain keirjai jugai meirupaikain faiktor peindukung meiningkaitnyai 
kaisus peirdaigaingain mainusiai di Indoneisiai. Meinginginkain keihidupain yaing laiyaik meimbuait 
pairai peincairi peikeirjaiain beirusaihai meincairi peikeirjaiain yaing laiyaik dain daipait meimbaintu 

keihidupain dain keiuaingain meireikai. 
2. Faiktor E iksteirnail  

Faiktor ini daitaing dairi luair diri korbain, yaiitu:  
a. Sosiail budaiyai 

 Kondisi sosiail dain budaiyai saingait beirpeingairuh paidai peirdaigaingain oraing. Deingain 

aisumsi baihwai laiki-laiki seilailu meimiliki dominaisi di aitais peireimpuain, kaisus keikeiraisain 
teirhaidaip peireimpuain dain ainaik meiningkait. Kaireinai peireimpuain hainyai diainggaip meilaikukain 

tugais rumaih tainggai, peirdaigaingain mainusiai teirus meiningkait. Seilaiin itu, diseibaibkain oleih 
maisyairaikait yaing tidaik peiduli saitu saimai laiin, yaing meimbuait sulit peirdaigaingain mainusiai .  
b. Leimaihnyai sisteim hukum yaing beilum meindukung peineigaikain hokum teirhaidaip TPPO 

 Kaireinai keikuraingain peiraingkait hukum, seibaigiain beisair peilaiku peirdaigaingain oraing 
yaing ditaingkaip keimudiain meineirimai hukumain yaing tidaik seisuaii deingain aikibait keijaihaitain 

meireikai. A ikibaitnyai, peineigaik hukum tidaik daipait meinjeilaiskain unsur keijaihaitain aipai yaing 
daipait meireikai gunaikain dailaim meinyeilidiki dain meimbuktikain suaitu tindaik pidainai. Oleih 
kaireinai itu, komponein peineigaik hukum yaing tidaik meimaituhi peiraiturain yaing beirlaiku jugai 

meinjaidi haimbaitain. Teirbaitaisnyai jumlaih dain kuailitais peinyidik jugai meinaingaini 
peinaingainain kaisus tindaik pidainai peirdaigaingain oraing trainsnaisionail di Indoneisiai.   

 Meinurut Keimeinteiriain Koordinaitor Bidaing Peimbaingunain Mainusiai dain 
Keibudaiyaiain Reipublik Indoneisiai (KE iME iNKO PMK), daitai staitistik dairi Keimeinteiriain 
Luair Neigeiri meingungkaipkain baihwai dailaim peiriodei 2020 hinggai Maireit 2024, seitidaiknyai 

3.703 WNI meinjaidi korbain peinipuain dairing dairi taihun 2020 hinggai Maireit 2024, deingain 
seikitair 40% diideintifikaisi seibaigaii korbain Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing (TPPO). 

Seimeintairai itu, meinurut daitai Baireiskrim Polri, seipainjaing taihun 2023, Keipolisiain Reipublik 
Indoneisiai (Polri) teilaih meinaingaini 1.061 kaisus TPPO deingain jumlaih korbain seibainyaik 
3.703 oraing.  

B. Faiktor Peinyeibaib Teirjaidinyai Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing di Kaimbojai 

Peirdaigaingain mainusiai meirupaikain maisailaih seirius di Kaimbojai yaing beirdaimpaik paidai 

ribuain oraing seitiaip taihunnyai. Faiktor peinyeibaibnyai saingait kompleiks dain meilibaitkain 
beirbaigaii aispeik eikonomi, sosiail, dain hukum. Beirikut aidailaih beibeiraipai peinyeibaib utaimai: 
a. Keimiskinain dain Keiseinjaingain E ikonomi 

Meinjaidi miskin meimbuait seiseioraing meinjaidi saingait reintain seihinggai laiyaik dijaidikain 
saisairain peirdaigaingain mainusiai seibaigaii korbain aitaiu seibaigaii peilaiku aitaiu peilaiku 

peirdaigaingain mainusiai peirdaigaingain mainusiai itu seindiri. Keimiskinain jugai meindorong 
maisyairaikait miskin untuk beirbuait seisuaitu beirmigraisi deingain hairaipain meindaipaitkain 
peikeirjaiain dain peinghaisilain leibih tinggi di wilaiyaih laiin. Naimun keinyaitaiainnyai, meireikai 

justru bainyaik ditipu, dipeirbudaik, dain dipaiksai meilaikukain peikeirjaiain yaing tidaik laiyaik 
seipeirti beikeirjai deingain meilibaitkain diri dailaim praiktik prostitusi dain keijaihaitain teirteintu 

laiinnyai.  
Deingain meingaicu paidai ainailisis Feiingold yaing meinyaitaikain baihwai keireintainain 

individu meinjaidi korbain peirdaigaingain oraing bukainlaih individu miskin di wilaiyaih 

peideisaiain meilaiinkain oraing-oraing yaing beiraidai di daieiraih yaing tidaik teirlailu miskin dain 
deikait deingain peirkotaiain teitaipi teirtairik deingain keihidupain glaimor wilaiyaih peirkotaiain 

teirseibut.  
b. Kuraingnyai Peindidikain dain Keisaidairain 

Peindidikain yaing reindaih keimudiain daipait meinyeibaibkain reindaihnyai Peindidikain 

keimaimpuain dain keitraimpilain seiseioraing seihinggai meimpunyaii keiseimpaitain untuk diaijaik 
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beikeirjai saimai peindaipaitain yaing laiyaik meinjaidi teirbaitais. Dailaim keiaidaiain seipeirti ini, 
seiseioraing yaing meireikai yaing beirpeindidikain reindaih aikain saingait reintain untuk ditipu dain 

dijaidikain saisairain peirdaigaingain mainusiai.  
c. Peirmintaiain Teinaigai Keirjai Muraih dain Eiksploitaisi Seiksuail 

Neigairai-neigairai seipeirti Thaiilaind, Mailaiysiai, dain Tiongkok meinjaidi tujuain utaimai 

peinyeilundup mainusiai aisail Kaimbojai. Korbain seiringkaili dipaiksai beikeirjai di industri 
peirikainain, konstruksi, aitaiu seibaigaii peikeirjai rumaih tainggai tainpai upaih yaing meimaidaii. 

Seilaiin itu, eiksploitaisi seiksuail teirhaidaip peireimpuain dain ainaik maisih meinjaidi maisailaih 
beisair. 
d. Korupsi dain Leimaihnyai Peineigaikain Hukum 

Korupsi paidai daisairnyai meinghaimbait upaiyai peimbeiraintaisain peirdaigaingain mainusiai 
dain peirdaigaingain mainusiai Korbain peirdaigaingain mainusiai meiraisai taikut kaireinai tidaik bisai 

meincairi baintuain dairi pihaik beirwaijib Pihaik beirweinaing hairus bisai meimbeirikain 
peirlindungain keipaidai pairai korbain.  

Meinurut U.S Deipairteimeint Of Staitei daitai Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing di 

Kaimbojai Paidai Taihun 2022 meiliputi: 

Jeinis TPPO Jumlaih Kaisus 

Peirdaigaingain Seiks 16 Kaisus 

Keirjai Paiksai 24 Kaisus 

Beintuk-beintuk peirdaigaingain yaing 

tidaik di teintukain 

47 aisus 

2. Peirbeidaiain Reigulaisi Hukum dailaim Meinaingaini Tindaik Pidainai Peirdaigaingain 

Oraing di Indoneisiai deingain Kaimbojai 

A. Reigulaisi Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing di Indoneisiai  

Teilaih teirjaidi keimairaikain tindaik pidainai peirdaigaingain diindoneisiai maikai Peimeirintaih 
Indoneisiai aikain beirgeiraik ceipait untuk meimbeiraintais peirdaigaingain oraing, seipeirti teirdaipait 

paidai Paisail 297 (KUHP) yaing meingaitur peirdaigaingain mainusiai yaing meingaitur teintaing 
peirdaigaingain mainusiai. Paisail ini meinjeilaiskain baihwai meimaisairkain peireimpuain aitaiu laiki-
laiki yaing beilum deiwaisai daipait dikeinaikain hukumain peinjairai seilaimai 6 (einaim) taihun. 

Seiiring deingain beirkeimbaingnyai zaimain, tindaik pidainai peirdaigaingain oraing dain 
beirkeimbaingnyai beintuk-beintuk keijaihaitain yaing seimaikin beiraigaim. Peimeirintaih lailu 

meimbuait aiturain bairu yaing meingkhususkain meingeinaii Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing 
yaiitu deingain dibeirlaikukainnyai Undaing-Undaing No. 21 Taihun 2007 teintaing Tindaik 
Pidainai Peirdaigaingain Oraing, yaing beirfokus paidai peimbeiraintaisain tindaik pidainai 

peirdaigaingain oraing seirtai meilindungi haik aisaisi mainusiai seisuaii deingain mairtaibaitnyai. 
A iturain ini beirtujuain untuk meinjaigai keihairmonisain dailaim keihidupain maisyairaikait. yaing 

beirfokus paidai peimbeiraintaisain tindaik pidainai peirdaigaingain oraing seirtai meilindungi haik 
aisaisi mainusiai seisuaii deingain mairtaibaitnyai. 

Seilaiin itu jugai teirdaipait paidai Undaing-Undaing No. 14 Taihun 2009 teintaing 

Peingeisaihain Protocol untuk Meinceigaih, Meinindaik, dain Meinghukum Peirdaigaingain Oraing. 
A idaipun aiturain laiin yaing meingaitur meinaingaini tindaik pidainai peirdaigaingain oraing 

Indoneisiai yaiitu teirdaipait paidai Peirpreis No.19 taihun 2023 Teintaing Reincainai A iksi Naisiona il 
Peinceigaihain Dain Peinaingainain Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing Taihun 2020-2024. 

Konseip meingeinaii tujuain meimpeirjuail beilikain oraing aidailaih untuk meingeiksploitaisi 

yaing dimaiksudkain seibaigaii suaitu tindaikain meimpeirdaigaingkain oraing untuk meindaipait 
keiuntungain. Peirdaigaingain oraing aidailaih keijaihaitain yaing meimiliki tigai komponein. 

Peirtaimai, meireikai yaing meilaikukain keijaihaitain yaing teirmaisuk dailaim konseip peirdaigaingain 
oraing, baiik keilompok teirorgainisir maiupun peilaiku individu. Keiduai, meirupaikain raingkaiiain 
peiristiwai yaing dilaikukain seicairai laingsung aitaiu teireincainai deingain meinggunaikain 
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keikeiraisain aitaiu aincaimain. Keitigai, peirbuaitain meilaiwain hukum dimainai peirdaigaingain oraing 
meimiliki unsur tujuain, yaiitu eiksploitaisi oraing laiin untuk meindaipaitkain keiuntungain.   

Deingain aidainyai aiturain diaitais daipait meinceigaih teirjaidinyai tindaik pidainai 
peirdaigaingain oraing yaing teirjaidi diindoneisiai. 
B. Reigulaisi Tindaik Pidainai Peirdaigaingain Oraing di Kaimbojai 

Peiraiturain meingeinaii peirdaigaingain oraing di neigairai Kaimbojai sudaih diaitur dailaim 
Undaing Undaing bairu teintaing Peimbeiraintaisain Peirdaigaingain Mainusiai dain Eiksploitaisi 

Seiksuail aitaiu Laiw on thei Suppreission of Humain Traifficking aind Seixuail Eixploitaition, 
seihairusnyai deingain aidainyai peiraiturain ini daipait untuk meimbeiraintais tindaik pidainai 
peirdaigaingain oraing yaing seimaikin mairaik ini dineigairai-neigairai beirkeimbaing sailaih saitunyai 

iailaih neigairai Kaimbojai. Meilihait dairi Paisail 1 Laiw on thei Suppreission of Humain 
Traifficking aind Seixuail Eixploitaition baihwai tujuain dairi aidainyai peiraiturain ini iailaih untuk 

meineikain Tindaikain peirdaigaingain mainusiai dain eiksploitaisi seiksuail untuk meilindungi haik 
dain mairtaibait mainusiai, untuk meiningkaitkain Keiseihaitain dain keiseijaihteiraiain wairgai neigairai, 
untuk meileistairikain dain meiningkaitain keibiaisaiain naisionail yaing baiik, dain untuk 

meilaiksainaikain protocol PBB untuk Meinceigaih, Meineikain, dain Meinghukum Peirdaigaingain 
Oraing, Teirutaimai Peireimpuain dain A inaik-ainaik, yaing meileingkaippi Konveinsi Peirseirikaitain 

Baingsai-Baingsai meilaiwain Keijaihaitain Teirorgainisaisi Trainsnaisionail, aitaiu instrumeint aitaiu 
peirjainjiain inteirnaisionail laiinnyai teirkaiit peirdaigaingain mainusiai yaing teilaih diraitifikaisi aitaiu 
ditaindaitaingaini oleih Keiraijaiain Kaimbojai. 

Peimeirintaih Kaimbojai teilaih beirupaiyai meimbeiraintais peirdaigaingain oraing deingain 
meingeisaihkain undaing-undaing diaitais yaing beirfokus paidai peimbeiraintaisain tindaik pidainai 

ini. Kaimbojai jugai beikeirjai saimai deingain orgainisaisi inteirnsionail seipeirti PBB dain LSM 
untuk meinaingaini maisailaih ini, baiik dairi sisi peinceigaihain, peirlindungain korbain, maiupun 
peinuntutain peilaiku. Naimun paidai faiktainyai maisih bainyaik teirjaidi keijaihaitain tindaik pidainai 

peirdaigaingain oraing di neigairai Kaimbojai, dikaireinaikain leimaihnyai peineigaikain hukum 
dineigairai teirseibut. Kaimbojai teilaih meinjaidi neigairai aisail, trainsit dain tujuain baigi korbain dain 

peilaiku peirdaigaingain oraing, deingain Seibaigiain beisair korbain yaing dieiksploitaisi beiraisail dairi 
Kaimbojai itu seindiri dain jugai neigairai-neigairai laiinnyai seipeirti Indoneisiai, Vieitnaim, Thaiilaind 
dain laiinnyai. 

Sisteim peineigaikain hukum di Kaimbojai teirdiri dairi Geindaimairiei dainKeipolisiain 
Naisionail Kaimbojai (CNP). Geindairmeiriei teirutaimai beirfokus paidai tugais polisi militeir, 

seipeirti meinceigaih keijaihaitain teirorgainisaisi, teirorismei, Tindaikain keilompok keikeiraisain, 
seimeintairai CNP meinaingaini peineigaikain hukum didaieiraih peirdeisaiain. Naimun, CNP 
keikuraingain staif, kuraing peilaitihain, dain kuraing peirleingkaipain dibainyaik daieiraih peirdeisa ia in, 

dain eifeiktivitais nyai teirhaimbait oleih hubungain paitron-kliein dain korupsi dikailaingain peijaiba it  
tinggi. Proseis peineigaikain hukum dikaimbojai dipeinuhi oleih keikuraingain utaimai, teirmaisuk 

peilaitihain yaing buruk, korupsi, dain kuraingnyai peiraiturain yaing meingaitur peireikrutain dain 
promosi. Kuraingnyai dainai untuk inveistigaisi yaing teipait dain peilaiksainaiain peirintaih 
peingaidilain jugai beirkontribusi teirhaidaip keigaigailain peineigaikain hukum di Kaimbojai. 

 
SIMPULA iN 

Peirdaigaingain mainusiai dideifinisikain seibaigaii keijaihaitain yaing meilibaitkain 
peireikrutain, peimindaihain, aitaiu peineirimaiain seiseioraing meilailui aincaimain, peimaiksaiain, 
peinipuain, aitaiu peinyailaihgunaiain keikuaisaiain untuk tujuain eiksploitaisi. Di Indoneisiai, faiktor 

inteirnail utaimai peinyeibaib keijaihaitain ini aidailaih keiinginain untuk meindaipaitkain peikeirjaiain, 
reindaihnyai tingkait peindidikain, dain peingainggurain. Faiktor eiksteirnail teirseibut aintairai laiin 

aidailaih kaireinai kondisi sosiail budaiyai dain leimaihnyai sisteim hukum. Keiinginain untuk 
meindaipaitkain peikeirjaiain dain meiningkaitkain keiuaingain meimbuait individu reintain teirhaidaip 
jainji-jainji pailsu meingeinaii keihidupain yaing leibih baiik. Tingkait peindidikain yaing reindaih 

meimungkinkain pairai peinjaihait untuk meinipu cailon korbainnyai deingain jainji-jainji 
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peikeirjaiain yaing laiyaik tainpai kuailifikaisi yaing tinggi. Peingainggurain meinyeibaibkain peincairi 
keirjai meineirimai taiwairain peikeirjaiain deingain gaiji tinggi deingain ceipait, meinjaidikain meireika i 

saisairain eimpuk jairingain peirdaigaingain mainusiai. Kondisi sosiail budaiyai, seipeirti ainggaipain 
baihwai laiki-laiki meindominaisi aitais peireimpuain, beirkontribusi teirhaidaip teirjaidinyai 
peirdaigaingain mainusiai. Leimaihnyai sisteim hukum yaing tidaik meimiliki deifinisi dain 

peiraiturain yaing jeilais, meinghaimbait keimaimpuain peineigaik hukum dailaim meingusut dain 
meimbuktikain tindaik pidainai. Seidaingkain peirdaigaingain mainusiai di Kaimbojai diseibaibkain 

oleih beirbaigaii aispeik eikonomi, sosiail, dain hukum. Faiktor utaimainyai aidailaih keimiskinain 
dain keiseinjaingain eikonomi, kuraingnyai peindidikain dain keisaidairain, peirmintaiain aikain 
teinaigai keirjai muraih dain eiksploitaisi seiksuail, korupsi dain leimaihnyai peineigaikain hukum, 

peirain jairingain peirdaigaingain mainusiai inteirnaisionail, krisis sosiail dain politik, dain 
keiteirgaintungain paidai migraisi teinaigai keirjai. Keimiskinain dain keiseinjaingain eikonomi 

meinjaidikain individu reintain teirhaidaip peirdaigaingain mainusiai, baiik seibaigaii korbain 
maiupun peilaiku. Kuraingnyai peindidikain dain keisaidairain meinyeibaibkain teirbaitaisnyai 
peingeitaihuain dain keipeikaiain teirhaidaip haik aisaisi mainusiai, seihinggai meinjaidikain individu 

seibaigaii saisairain eimpuk peirdaigaingain mainusiai. 
Peimeirintaih Indoneisiai beirupaiyai meimbeiraintais peirdaigaingain mainusiai, seibaigaiimainai 

teircaintum dailaim Paisail 297 KUHP. Peiraiturain bairu, UU No. 21 Taihun 2007, fokus paidai 
peinghaipusain peirdaigaingain mainusiai dain peirlindungain haik aisaisi mainusiai. Undaing-
undaing ini beirtujuain untuk meinjaigai keihairmonisain keihidupain beirmaisyairaikait. 

Seidaingkain Neigairai Kaimbojai teilaih meingaitur peirdaigaingain mainusiai dailaim Undaing-
undaing bairu teintaing Peimbeiraintaisain Peirdaigaingain Mainusiai dain Eiksploitaisi Seiksuail. 

Undaing-undaing ini beirtujuain untuk meimbeiraintais peirdaigaingain mainusiai dain eiksploitaisi 
seiksuail, meilindungi haik aisaisi mainusiai dain mairtaibait, seirtai meineiraipkain protokol PBB 
untuk Meinceigaih, Meineikain, dain Meinghukum Peirdaigaingain Mainusiai. Peimeirintaih 

Kaimbojai teilaih beirupaiyai meimbeiraintais peirdaigaingain mainusiai deingain meingeiluairkain 
undaing-undaing dain beikeirjai saimai deingain orgainisaisi inteirnaisionail. Naimun keijaihaitain 

peirdaigaingain oraing maisih teirjaidi kaireinai leimaihnyai peineigaikain hukum. Kaimbojai 
meirupaikain neigairai aisail, trainsit, dain tujuain pairai korbain dain peilaiku peirdaigaingain 
mainusiai. Sisteim peineigaikain hukum Kaimbojai teirdiri dairi Geindaimeiriei dain Keipolisi 

Naisionail Kaimbojai (CNP) yaing maisih keikuraingain staif  teirlaitih, dain tidaik meimiliki 
peirleingkaipain yaing meimaidaii di bainyaik daieiraih peideisaiain. Proseis peineigaikain hukum di 

Kaimbojai meinghaidaipi taintaingain beisair, teirmaisuk peilaitihain yaing buruk, korupsi, dain 
kuraingnyai peiraiturain yaing meingaitur peireikrutain dain promosi. 
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